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Abstract. Indonesia is based on positive law after the amendments to the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia and assesses its suitability with the Trias Politica theory, especially in the division of authority 
and application of the principle of checks and balances. The research uses normative legal methods with a 
statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials are in the form of the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia and related laws and regulations, while secondary legal materials 
are in the form of books, scientific journals and the results of previous research. Legal materials were 
collected through literature study, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The 
research results show that the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1999–
2002 changed Indonesia's constitutional structure from a system that placed the MPR as the highest 
institution to a system that placed state institutions as equals according to their constitutional authority. 
The DPR carries out legislative, budgetary and supervisory functions; The President exercises 
governmental powers; The Supreme Court and the Constitutional Court exercise judicial power; while the 
MPR, DPD and BPK have special authority. This division of authority is generally in line with the 
objectives of Trias Politica because it prevents the concentration of power in one institution. However, 
Indonesia does not implement Trias Politica purely, but adapts it through a presidential system with the 
principle of checks and balances. The challenges to its implementation lie in the potential for overlapping 
authority, weak supervision by the DPR due to political influence, and the need for independence of the 
judiciary. Therefore, the effectiveness of limiting power does not only depend on constitutional 
arrangements, but also on the consistency of state institutions in carrying out their authority independently, 
accountably and in accordance with the constitution. 
 
Keywords: constitutional structure, trias politica, Indonesia, positive law 
 
Abstrak. Indonesia berdasarkan hukum positif pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 serta menilai 
kesesuaiannya dengan teori Trias Politica, khususnya dalam pembagian kewenangan dan penerapan prinsip 
checks and balances. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan 
perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil 
penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis 
secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 
NRI Tahun 1945 pada 1999–2002 mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang 
menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi sistem yang menempatkan lembaga-lembaga negara 
secara sederajat sesuai kewenangan konstitusionalnya. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan; Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan; MA dan MK menjalankan kekuasaan 
kehakiman; sedangkan MPR, DPD, dan BPK memiliki kewenangan khusus. Pembagian kewenangan 
tersebut secara umum sejalan dengan tujuan Trias Politica karena mencegah pemusatan kekuasaan pada 
satu lembaga. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara murni, melainkan 
mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan prinsip checks and balances. Tantangan penerapannya 



Analisis Kritis Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam  
Hukum Positif Perspektif Teori Trias Politica 

 
 

  
 

1393                      JIPM - VOLUME 4, NO. 6 Desember 2026 

terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan DPR akibat pengaruh politik, 
serta perlunya independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan tidak 
hanya bergantung pada pengaturan konstitusi, tetapi juga pada konsistensi lembaga negara dalam 
menjalankan kewenangan secara independen, akuntabel, dan sesuai konstitusi. 
 
Kata kunci: struktur ketatanegaraan, trias politica, Indonesia, hukum positif 
 

 

1. LATAR BELAKANG 

Hukum tata negara merupakan fondasi utama dalam sistem hukum suatu negara 

(Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., 2020). Hal ini dikarenakan hukum tata negara mengatur 

struktur organisasi kenegaraan, distribusi kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak-hak 

warga negara dalam kerangka konstituasional. Secara konseptual, berbagai ahli 

menegaskan bahwa hukum tata negara merupakan seperangkat norma dan kaidah hukum 

yang mengatur pembentukan, fungsi, dan kewenangan lembaga – lembaga negara, serta 

hubungan antara negara dengan warga negara (Yusuf & Bahrudin, 2023). Reformasi telah 

mendorong pembentukan lembaga–lembaga negara ini dengan tujuan memperkuat 

prinsip demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan evektifitas 

pengawasan terhadap kekuasaan negara (Sekertariat Jendral DPR RI, n.d.).  

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002 merupakan titik balik struktur 

ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai 

penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan 

menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Penguatan pengawasan juga 

tampak pada kedudukan BPK yang menjadi bebas dan mandiri dalam memeriksa 

pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara  

Secara historis, amandemen dilaksanakan pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. 

Hasilnya bukan sekadar penambahan pasal, melainkan restrukturisasi fundamental 

terhadap kedudukan MPR, DPR, Presiden, kekuasaan kehakiman, DPD, MK, KY, dan 

BPK (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Selain itu, 

penurunan kedudukan MPR dari “lembaga tertinggi negara” menjadi lembaga negara 

yang kedudukannya sejajar dengan lembaga lain. Sebaliknya, DPR diperkuat melalui 

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Presiden dibatasi masa jabatannya 

dan dipilih secara langsung oleh rakyat (Eddyono, n.d.). 
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Amandemen juga membentuk sejumlah lembaga baru, khususnya Mahkamah 

Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta menghapus Dewan 

Pertimbangan Agung. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk 

memperkuat pemisahan kekuasaan dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih 

jelas antarlembaga (Badan Pengkajian MPR RI, 2017). Penguatan pengawasan kekuasaan 

tampak pada tiga mekanisme utama. Pertama, DPR menjalankan pengawasan melalui hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; kedua, Mahkamah Konstitusi 

mengawal konstitusi melalui pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa 

kewenangan antarlembaga negara; ketiga, BPK diberi kedudukan bebas dan mandiri 

untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara (Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 225/PUU-XXIII/2025, n.d.). 

Mekanisme tersebut sejalan dengan teori trias politica yang dikemukakan oleh 

Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Bagi Montesquieu, 

pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah tirani dan kesewenang-wenangan, karena 

setiap cabang kekuasaan memiliki batas kewenangan serta dapat saling mengawasi. 

Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, prinsip tersebut diwujudkan melalui 

hubungan antara DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah 

Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif, yang masing-masing 

memiliki fungsi dan kewenangan konstitusional. Dengan demikian, penguatan 

pengawasan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945 merupakan penerapan praktis dari 

gagasan pemisahan dan pembatasan kekuasaan dalam teori trias politica (Jambek, n.d.). 

Dalam hukum positif Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut tercermin dalam 

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

juga mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden 

untuk memperoleh persetujuan bersama (Dhikshita et al., 2022). Selanjutnya, Presiden 

menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 

yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Harianja et al., 2024). Adapun kekuasaan 

yudikatif dijalankan secara merdeka oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di 
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bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 

Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia 

menganut pembagian kekuasaan yang tidak bersifat kaku, tetapi tetap disertai mekanisme 

kerja sama dan saling pengawasan antarlembaga negara. 

Namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak selalu 

menjamin pengawasan antarlembaga berjalan efektif. (Nainggolan & Siallagan, 2022) 

membahas pentingnya mekanisme checks and balances untuk mencegah pemusatan 

kekuasaan, sedangkan (Ursipuny, 2024) menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga 

dalam penerapan Trias Politica di Indonesia juga menghadapi tantangan intervensi 

politik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan 

pembagian kekuasaan dalam hukum positif Indonesia mendukung prinsip checks and 

balances dan pembatasan kekuasaan. 

Melihat pembagian kekuasaan dan keberadaan berbagai lembaga negara di 

Indonesia, masih perlu dikaji apakah pelaksanaannya sudah sejalan dengan prinsip Trias 

Politica. Sebab, pembagian kewenangan antar lembaga saja belum tentu menjamin 

kekuasaan berjalan secara seimbang. Diperlukan juga pengawasan antarlembaga agar 

tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nainggolan & Siallagan, 2022) berjudul Mekanisme 

Checks and Balances Sistem di Indonesia menurut UUD 1945 yang membahas 

mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Selain itu, (Ursipuny, 2024) dalam 

penelitiannya yang berjudul Soft Trias Politica: Menguji Relevansi Dampak Antar 

Lembaga Kekuasaan di Indonesia membahas hubungan antarlembaga dalam menjalankan 

kekuasaan negara. 

Selain itu, (Rohman & Naidarti, 2024), yang menyoroti pentingnya independensi 

kekuasaan kehakiman dalam sistem Trias Politica di Indonesia. Beberapa penelitian 

tersebut menjadi landasan untuk melihat bagaimana pembagian kekuasaan dan 

pengawasan antarlembaga diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan 

hukum positif dan melihat sejauh mana penerapannya sesuai dengan teori Trias Politica, 

terutama dalam hal pembagian kewenangan dan mekanisme checks and balances. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang mengkaji aturan hukum, asas hukum, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis pembagian kekuasaan dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif dengan menggunakan teori 

Trias Politica sebagai landasan analisis. Fokus penelitian ini adalah pembagian 

kewenangan antar lembaga negara dan penerapan prinsip checks and balances setelah 

reformasi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta peraturan terkait kewenangan dan fungsi lembaga negara. 

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori Trias Politica dari 

Montesquieu, khususnya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta 

prinsip checks and balances. 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Bahan 

hukum sekunder meliputi buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan 

mempelajari sumber-sumber hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Bahan 

hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan pengaturan 

dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Trias Politica. Hasil analisis 

disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan pembagian kewenangan 

antarlembaga negara serta menilai pelaksanaan prinsip checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) yang dilaksanakan sebanyak empat tahap pada 1999–2002 membawa 
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perubahan terhadap susunan dan pelaksanaan kekuasaan lembaga negara di 

Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan lembaga 

negara, tetapi juga mencakup pembagian kewenangan dan pola hubungan di antara 

lembaga-lembaga tersebut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus berpedoman pada 

Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia 

merupakan negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan 

negara harus dijalankan berdasarkan aturan konstitusi. (Badaruddin et al., 2022) yang 

berjudul Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pascaamandemen UUD NRI 

Tahun 1945, dijelaskan bahwa perubahan konstitusi telah memengaruhi struktur 

kelembagaan negara dan pembagian kewenangan di dalamnya. Perubahan ini 

memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme checks and balances, 

sehingga tidak ada satu lembaga yang dapat menjalankan seluruh kekuasaan negara 

secara mutlak.  

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang 

kewenangan dan kedudukannya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945. 

Keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan 

umum. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sesuai mekanisme konstitusional. Sementara itu, Pasal 8 UUD 1945 mengatur 

kewenangan MPR dalam situasi tertentu terkait pergantian jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden. Setelah amendemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan 

sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjalankan kewenangan yang secara 

khusus diberikan oleh konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan MPR dibatasi oleh 

UUD dan tidak mencakup pengambilalihan kewenangan lembaga negara lainnya. 

(Pangaburibuan et al., 2023) menjelaskan bahwa perubahan pembagian kekuasaan 

setelah amendemen UUD 1945 memperkuat pentingnya keseimbangan kewenangan 

antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

B. Penerapan Trias Politica dan Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia 
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Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan melalui empat tahap 

amendemen pada 1999–2002 membawa perubahan mendasar terhadap struktur 

ketatanegaraan Indonesia. Amendemen tersebut tidak hanya mengubah kedudukan 

lembaga negara, tetapi juga membentuk pola pembagian kewenangan dan hubungan 

antarlembaga yang lebih seimbang (Badaruddin et al., 2022). Sebelumnya, 

kedudukan MPR sangat dominan sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan 

setelah amendemen MPR hanya menjalankan kewenangan khusus yang diberikan 

oleh konstitusi, seperti mengubah UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sesuai prosedur konstitusional (Warsito et al., n.d.). 

Dalam perspektif Trias Politica, pembagian kekuasaan bertujuan mencegah 

pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR 

dan DPD, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif 

dijalankan oleh MA dan MK. Penerapan Trias Politica dalam UUD 1945 

pascaamandemen bersifat tidak mutlak karena Indonesia juga mengenal keberadaan 

MPR dan BPK sebagai lembaga negara dengan fungsi khusus (Isnaeni, 2021). 

Meskipun demikian, pembagian kewenangan tersebut tetap diarahkan untuk 

membatasi kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Pangaburibuan et 

al., 2023). 

Hubungan antarlembaga negara setelah amendemen dibangun melalui prinsip 

checks and balances. DPR dan Presiden saling terlibat dalam pembentukan undang-

undang, sehingga tidak ada satu lembaga yang dapat membentuk undang-undang 

secara sepihak. Mekanisme ini menjadi bentuk pengawasan dan pengimbangan 

antara kekuasaan legislatif dan eksekutif (Pulungan & A.L.W, 2022). Selain itu, MK 

berperan menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui kewenangan pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan BPK berfungsi memeriksa 

pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri. 

Dengan demikian, pembagian kewenangan lembaga negara pascaamandemen 

UUD 1945 sejalan dengan tujuan Trias Politica, yaitu membatasi kekuasaan dan 

menciptakan keseimbangan antarlembaga. Namun, Indonesia tidak menerapkan 

Trias Politica secara murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial 

dengan prinsip checks and balances. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap lembaga 
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negara memiliki kedudukan dan kewenangan tersendiri, tetapi tetap saling 

berhubungan dan saling mengawasi dalam rangka menjalankan pemerintahan sesuai 

konstitusi.  

C. Penerapan checks and balances 

1. Pengawasan DPR terhadap Pemerintah 

Prinsip checks and balances merupakan mekanisme saling mengawasi dan 

saling mengimbangi antarlembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijalankan melalui 

hubungan DPR dan Presiden, tetapi juga melalui peran Mahkamah Konstitusi, BPK, 

dan lembaga perwakilan lainnya. Kehadiran mekanisme ini menjadi penting karena 

Indonesia menganut negara hukum, sehingga setiap pelaksanaan kekuasaan harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. DPR memiliki fungsi 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. 

Pengawasan tersebut dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945.  

Hak angket menjadi instrumen penting karena DPR dapat menyelidiki 

kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah atau menimbulkan dampak luas bagi 

Masyarakat (Said & Ahmad, 2024). Dalam praktiknya, penggunaan hak angket 

sering menghadapi tantangan karena kadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan 

politik daripada kebutuhan pengawasan yang objektif. Oleh sebab itu, efektivitas hak 

angket sangat bergantung pada kemampuan DPR menjalankan fungsi pengawasan 

secara independen dan berorientasi pada kepentingan publik (Alqusri et al., 2025) 

Dengan demikian, pengawasan DPR tetap menjadi kontrol politik yang penting 

terhadap kekuasaan eksekutif. 

2. Hubungan DPR dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang 

Hubungan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang merupakan 

wujud paling nyata dari checks and balances. Undang-undang dibentuk melalui 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sehingga tidak ada satu lembaga yang 

dapat menentukan isi undang-undang secara sepihak. Presiden tidak dapat 
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mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan DPR, dan DPR juga tidak dapat 

mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan Presiden (Yulianita et al., 2024). 

Mekanisme ini mencegah dominasi kekuasaan legislatif maupun eksekutif. DPR 

dapat mengontrol kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi dan anggaran, 

sedangkan Presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak rancangan 

undang-undang. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-

undang merupakan proses kerja sama yang saling mengawasi antara kekuasaan 

legislatif dan eksekutif (Muda, 2023). 

3. Pengujian Undang-Undang Oleh MK 

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 

Tahun 1945. Kewenangan ini disebut judicial review dan menjadi bentuk 

pengawasan yudisial terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh DPR bersama 

Presiden. Apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, MK 

dapat menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Sanusi & 

Hadinatha, 2023). Peran MK sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi. 

Melalui pengujian undang-undang, MK memastikan bahwa DPR dan Presiden tidak 

membuat aturan yang melanggar hak konstitusional warga negara atau melampaui 

batas kewenangan yang diberikan UUD 1945. Dengan demikian, putusan MK 

menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan kekuasaan legislatif dan eksekutif 

(Davi & Yusuf, 2026).   

4. Pengawasan Konstitusional dan Pertanggungjawaban Kekuasan 

Pengawasan konstitusional juga tampak dalam mekanisme 

pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. DPR dapat mengajukan pendapat 

mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, kemudian 

MK memeriksa dan memutus dugaan tersebut. Jika syarat konstitusional terpenuhi, 

MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai prosedur UUD 

1945 (Jhordy, 1945).  Mekanisme ini menunjukkan bahwa Presiden tidak memiliki 

kekuasaan yang mutlak, meskipun dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tetap harus 

tunduk pada kontrol konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR(Nasution 
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& Saragih, 2023). Dengan demikian, pertanggungjawaban kekuasaan dilakukan 

melalui prosedur hukum, bukan semata-mata melalui keputusan politik. 

D. Analisis kritis dan tantangan penerapan 

Secara normatif, Indonesia telah menganut prinsip pembatasan kekuasaan 

melalui pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam 

praktiknya, Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti 

teori Trias Politica klasik. Kekuasaan justru didistribusikan kepada beberapa 

lembaga dengan fungsi yang saling bersinggungan, misalnya DPR dan Presiden 

sama-sama terlibat dalam pembentukan undang-undang, sedangkan MK berperan 

menguji konstitusionalitas produk legislasi tersebut (Sanusi & Hadinatha, 2023). 

Perbedaan antara konsep pemisahan kekuasaan dan praktik distribusi kekuasaan 

terlihat dari adanya lembaga negara di luar tiga cabang kekuasaan utama. MPR, DPD, 

dan BPK memiliki fungsi khusus yang tidak dapat dikategorikan secara sederhana 

sebagai legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem 

Indonesia lebih menekankan distribusi dan pembagian tugas daripada pemisahan 

kekuasaan yang kaku (Kamase, 2020) 

Potensi tumpang tindih kewenangan juga muncul dalam hubungan 

antarlembaga. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara 

Presiden turut terlibat dalam pembentukan undang-undang dan pelaksanaan 

anggaran. Di sisi lain, MK berwenang menguji undang-undang yang dibentuk oleh 

DPR dan Presiden, sehingga dapat menimbulkan ketegangan apabila putusan MK 

dianggap membatasi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang (Sanusi & 

Hadinatha, 2023). Tumpang tindih ini tidak selalu bermakna negatif, tetapi dapat 

menjadi masalah apabila batas kewenangan masing-masing lembaga tidak dijalankan 

secara hati-hati. Risiko melemahnya pengawasan juga menjadi tantangan utama. 

DPR secara konstitusional memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat untuk mengawasi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, fungsi 

pengawasan tersebut sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama ketika 

mayoritas anggota DPR berada dalam koalisi yang mendukung pemerintah. Kondisi 

ini dapat menyebabkan pengawasan berjalan lemah dan membuat eksekutif menjadi 

terlalu dominan (Widodo & Saputri, 2022).  
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Permasalahan serupa juga muncul dalam penggunaan hak angket. Hak angket 

seharusnya menjadi instrumen untuk mengawasi kebijakan pemerintah, tetapi 

pengaturan mengenai objek dan subjek yang dapat dipanggil DPR masih terlalu luas. 

Ketidakjelasan batas tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai apakah 

penggunaan hak angket telah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR atau 

justru melampaui batas (Asfia & Nugraha, n.d.). Independensi lembaga peradilan 

menjadi faktor penting agar mekanisme pembatasan kekuasaan berjalan efektif. MK 

harus mampu menguji undang-undang secara objektif tanpa tekanan politik dari DPR 

maupun Presiden. Apabila independensi MK melemah, fungsi pengawasan yudisial 

terhadap produk legislasi juga akan melemah, sehingga potensi lahirnya norma yang 

inkonstitusional semakin besar. 

Kesesuaian antara aturan hukum dan prinsip pembatasan kekuasaan pada 

dasarnya sudah terlihat dalam UUD 1945. Konstitusi memberikan batas kewenangan 

kepada setiap lembaga negara dan menyediakan mekanisme saling mengawasi. 

Namun, keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan 

pelaksanaan yang konsisten. Pengawasan DPR, independensi MK, dan akuntabilitas 

eksekutif harus benar-benar dijalankan agar prinsip checks and balances tidak hanya 

berhenti pada tataran normatif (Fatimah & Alfarisi, n.d.). 

Dengan demikian, tantangan utama penerapan pembatasan kekuasaan di 

Indonesia bukan terletak pada ketiadaan pengaturan konstitusional, melainkan pada 

kesenjangan antara aturan hukum dan praktik politik. Pemisahan kekuasaan yang 

ideal perlu diterjemahkan menjadi distribusi kewenangan yang jelas, pengawasan 

yang efektif, serta independensi lembaga negara agar tidak terjadi dominasi salah 

satu cabang kekuasaan. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, struktur ketatanegaraan Indonesia 

pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan mendasar dari 

sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sistem yang 

menempatkan lembaga-lembaga negara secara sederajat sesuai kewenangan 

konstitusional masing-masing. Pembagian kewenangan antara MPR, DPR, DPD, 
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Presiden, MA, MK, dan BPK pada dasarnya sejalan dengan tujuan Trias Politica, yaitu 

mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan mengurangi risiko 

penyalahgunaan wewenang. Prinsip checks and balances diterapkan melalui kerja sama 

DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, pengawasan DPR terhadap 

pemerintah, pengujian undang-undang oleh MK terhadap UUD 1945, serta pemeriksaan 

keuangan negara oleh BPK. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara 

murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan distribusi 

kekuasaan yang bersifat fungsional dan saling mengawasi. Tantangan penerapannya 

terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya pengawasan 

apabila fungsi pengawasan DPR dipengaruhi kepentingan politik, serta perlunya 

independensi lembaga peradilan agar pengawasan konstitusional dapat berjalan efektif. 

Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan tidak hanya bergantung pada 

pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga pada konsistensi setiap lembaga 

negara dalam menjalankan kewenangan secara independen, profesional, akuntabel, dan 

sesuai konstitusi. Sebagai saran, penguatan mekanisme pengawasan antarlembaga perlu 

terus dilakukan dengan menegaskan batas kewenangan setiap lembaga, meningkatkan 

independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, memperkuat integritas dan 

independensi Mahkamah Konstitusi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan kekuasaan negara agar prinsip checks and balances tidak hanya berlaku 

secara normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. 
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